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NERACA

Jakarta - Ketua Umum
Gabungan Pengusaha Ke-

oil free di Indonesia. Tidak
hanya produk dalam ne-
geri namun juga produk
yang diimport atau dijual

lapaSawitIndonesia(GAP-  dari luar negeri melalui
KI)JokoSupriyonomenya-  platform jual beli daring.
yangkan masih maraknya Hal tersebut disampaikan
produkdenganstiker palm  dalam acara #INApalmoil

Talkshow bertajuk “Mis-
leading Palm Oil Labelling
Threaten Palm Oil Market”
Tahun 2016 pertama
kalinya produk berlabel
tanpa sawit ditemukan di
rak sebuah swalayan di
Jakarta. Sejak saat itu dite-
mukan produk-produk lain
yang juga berlabel sama.
Tren ini kemudian bergulir
ke produk industri ruma-
han di Indonesia tanpa me-
reka tahu bahwa informasi
tersebut menyesatkan dan
merupakan bagian dari
kampanye negatif terhadap
kelapa sawit Indonesia.
“Stiker tanpa minyak
sawit memberi kesan bah-
wa produk tersebut lebih
sehat serta informasi lain-
nyayang menyesatkan dan
merupakan bagian dari
kampanye negatif kelapa
sawit. Terlebih saat ini juga
beredar produk berstiker
tersebut di platform jual
beli online yang dikirim
dari luar negeri. Ini harus
ada mekanisme pengawa-
san dan sanksi yang tegas,’
kata Joko.
DeputilllBadanPenga-
was Obat dan Makanan
(BPOM), Reri Indriani me-
nyebutkan secaraaturanla-
bel PalmOil Free bertentan-
gan dengan pasal 67 poin 1
peraturan BPOM no 31 ta-
hun 2008 tentanglabel pan-
gan olahan. Sedangkan se-
cara Internasional codex
Alimentarius (2017) meny-
atakan label olahan dila-
rang memuat informasi
yang salah atau menye-
satkan. “AturannyajelasPa-
nganolahan yangsecaraa-
lami tidak mengandung
komponen tertentu maka
dilarangmemuatlklaimbe-
bas memuat komponen
tersebut kecuali dari awal
sudah mengandung kom-

ponentersebutlaludengan
satu proses dilakukan pen-
gurangan maka diperbo-
lehkan seperti misalnya
terjadi pada produk susu
dalam kemasan,” jelas Reri.

Berkembangnya per-
daganganmelaluiplatform
online menjadi tantangan
tersendiri karena kini pro-
duk dari luar negeri bisa
masuk ke Indonesia den-
gan lebih bebas. “Selain
pencantuman label palm
oil free, Cyber patrol yang
kamijugatemukanpelang-
garan yang lebih tinggi
yakni tidak memiliki izin
edar juga jadi lebih tinggi
maka akan dikenakan pa-
sal berlapis. Mengenai
sanksi denda dan lainnya
terhadap penjual maupun
pembeli produk berlabel
Palm Oil Free maka BPOM
akan mengkaji hal terse-
but,” tambah Reri,

Pembiaran Terhadap
Label Palm Oil Free

Ironisnya meskipun
secara aturan internasion-
al FAO maupun aturan-at-
uran negara lain menye-
butkan dilarang membe-
rikan informasi yang me-
nyesatkan, saat ini terdap-
at lebih dari 2000 produk
dengan label palm oil free
di dunia. Di Uni Eropa sen-
diri terdapat tiga ketentuan
terkait produk dengan in-
formasi menyesatkan yak-
ni food Information regu-
lation 1169/2011.

Deputi Director Cou-
ncil of Palm Oil Producer
Countries(CPOPC)Dupito
Simamora menyebutkan,
menyatakan label palm oil
free bukan berdasar regu-
lasi pemerintah tapi dila-
kukan oleh swasta atau
pengusaha.. @ iwan/gro

. Joko Supriyono (Ketua Umum Gapki), Dupito Simamora (Deputi Director Council of Palm Oil Producer
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